
WALJKOTA PALANGK.I\. RAYA 

PROVINS! KAL!MANTAN TRNGAH 

P~:RATURAN W/\LIKOTA PALAi~GKA RAYA 

NO MOR _:; TAHUN 1020 

TF,NTANG 

P~MANF'AATAN PENDAPATAN PADA l::lADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
UN!T PELAKSANA TEKNTS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA 

Mcnimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTU HAN YANG MAHA ESA 

\~ALTKOTA PALANGKA RAYA, 

a . bahwa Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan 

Masyarakat dibcntuk untuk memberikan pelayanan 

keschatan dasar kepada masyarakat dengan prinsip 

efesiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan 

mencari keuntun gan; 
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan keschatan 

kepada masyarakat dan menh,gkatkan kinerja Pcjabat 

Pengelola dan Pegawai Sadan Layanan Umum Daerah 

dapat d iberika n remunerasi berdasarkan tanggung 

jawab dan profesionalisme; 

c. bahwa berdasarkan perti..mbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Pcraturan Walikota tentang Pemanfaatan 

Pendapatan Pada Sadan Layanan Umum Daerah Unit 

Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masya raka t 

Pahandut Kota Palangka Raya; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, 

Tamba.li.an Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2753); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang 

Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rep1.tblik 
Jndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

tentang 

jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Tndonesia 
Tahun 2004 Nomor 11 6, Tambahan Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4431); 
6. U11dang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Pera.turan 
(Lembaran Negara Republ.ik 

Perundang-undangan 

Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 lentang 

Perubahan Atas Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Perat uran Perundang-Unda11gan 

(Lembanm Negara Republik lndonesia Tahun 2019 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6:398); 
8 . Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah lerakhir dengan Undai1g

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ked1.ta 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 
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9 . Perat uran Pemerinta h Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Penge.lolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambalui.n Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah d iubah 

dengan Perat uran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan J:ladan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indones ia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peratu ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lemharan Negara Re publik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

11. Perat uran Pemc1intah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinei:ia lnstansi Pemerintah 

(Lembara1, Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerinta h Nomor 2 Tahun 2018 tenta ng 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan Lcmbaran 

Negara Republik Jndonesia Nomor 6 178); 

13 Pera tu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 lentang 

Pe11gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tah un 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Me11teri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pernb1-mt.ukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) 

sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentai1g 

PerubaJ1an atas Peraturai1 Menteri Dalarn Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukai1 Produk Hukum 

Daerah (Rerit::i NP.g::ira Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 
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15. Perau.1ran Mcnteli Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 

Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Keschatan 

Tingkat Pertama (Serita Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 761); 

16. Perati1ran Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.05/2017 

tentang Pedoman Remuncrasi Badan Layanan Umwn 
(Serita Negara Repu blik Indonesia Tahur1 2017 

Nomor 1701); 

17 . Peraturan Mente1; Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
LenLang Sadan Layanan Umum Daerah (l3erita Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 l 8 Nomor 1213) 

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Organisasi Perangkat Dacrah Kota Palangka Raya 
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka 

Raya Nomor 2); 
19 . Peraturan Dacrah Nomor 21 Tahun 2019 tentang 

Pembentukan Prodi1k Hukum (Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2 1, Tambahan 

Lcmbarai1 Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN \IJALIKOTA TENTANG PEMANF'AATAN 

PENDAPATAN PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

UNIT Ph:LAKSANA TEKNIS PUSAT KESEI-IATAN 

MASYARAKAT PAHANDUT DI KOTA PA.LANGK.A. RAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMU M 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Palangka l,(aya 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3 . Walikota adalah Walikota Palangka Raya. 
4 . Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya 
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13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas 

yang mengurangi ekuitas clana lancar clalam per iocle 

tahun anggaran bcrsangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayaranny::i. kemhali ok!h BLUD. 

14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mcngurangi 
ekuitas dana lancar untuk mcmpcrolch banlng 
dan/atatijasa tmtuk keperluan operasional BLUD. 

15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya 
disingkat RBA, adalah dokumen re11cana a11ggara11 

tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai 
bahan penyusunan rencana ke1:ja dan anggaran SKPD. 

16. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang 

dicapai oleh suatu organisasi daJam menyediakan 
produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang 

kepada pelanggan. 
17. lndikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi keadaan atau staLus dan 
mem1.mgkinkan dilakukan pengukuran t.erhadap 

perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak 

ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan 

unt uk mengukur terjadinya pentbahan terhadap 

bcsaran target alan standar yang telah d iLetapkan 

sebelumnya. 
18. Dewan Pengawas BLUD Puskesmas yang selanjt1Lnya 

disebut Dewan Penga,vas adalah sekump1.1lan orang 

yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas mempunyai 

kewajiban melakukan pengawasan atas kine1ja 

Puskesmas. 
19. Pcgawai RLUD adalah Pegawai PNS matipun Non PNS 

yang bekerja di Puskcsmas Kota Palangka Raya. 

20. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat 
tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan 

Pegawai BLUD setiap bulan. 
2 1. Honorarium adalah imbalan kerja ben1pa uang yang 

bersifat te.tap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan 

Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan. 
22. lnsentif actalah tambahan pendapatan di luar gaji yang 

diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pcgawai 
BLUD. yang diberikan berdasarkan kincrja, beban l<erja, 
je11ja11g jabatan, tingkat pengetahuan, tanggung jawab 

kerja dan risiko kerja. 
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23. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh 

pelaksana pelayanan alas pelayanan yang diberikan 

kepada pasicn dalam rangka observasi, diagnosis, 

pengoba1.an, konsultasi , Visi te, r ehabil i tasi medis atau 

pelayanan lainnya. 

24. Tim Penilai adalah Tim yang bertugas melakukan penilai 

tekhnis kine1ja pegawai BLUD yang di tetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan BLUD. 

25. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan 

yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertarnan berdasarkan jumlah peserta yang 

terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah 

pelayanan kesehatan yang diberikan. 

26. Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh 
BP,JS kesehat.an kepada F'KTP berdasarkan jenis dan 

jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan diluar dana 

kapitasi. 

BAB 11 
PENDAPATAN BLUD 

Pasal 2 
PendapaLan BLUD bersumber dari: 

a . jasa layanan; 

b . hibah; 

c. APBD; 

d . Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan 

e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

Pasal 3 

( 1) Pend a pa tan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas 

sesuai RBA. 
(2) Dalam hal tertentu pendapatan BLUD dapat dikelola 

langsung untuk membiayai belanja Puskesmas tanpa 

melakukan perubahan RBA. 

(3) Ilal tertentu sebagaimana dimakssud pada ayat (2) 

meliputi: 

a. ke.iadian luar biasa penyakit; dan 
b . kejadian kahar. 

(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (3) terlebih 

dahulu mendapat persetuj1.lan pimpinan BLUD. 
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BAB lll 
PEMANFAATAN PENDAPATAN 

Pasal 4 

(1) r'emanfaatan Pendapatan 3 (tiga) ha! yaitu: 
a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya 

beban aset yang dikclola dan bcsaran pcndapatan; 

b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan 
Puskesmas sekitar; dan 

c. kcpatutan yang melihat kemampuan pembiayaan 
Puskesmas. 

(2) Pemanfaatan Pendapatan di Puskesmas Pahandut Kota 

Palangka Raya mcmpunyai filosofi: 
a . menghargai kinerja perorangan dalam salu tim kerja 

yang memerlukan kebersamaan; 
b . memberikan azas perlind ungan bagi semua 

komponcn baik di unit pclayanan maupun unit 

pendukung dalam satu rantai nilai; 

c. menumbuhkan rasa saling percaya anta,· komponen 

dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat 

dipcrtanggungjawabkan/ akuntabel; 
ct . saling mcnghargai antar komponcn, mencgakkan 

keadilan dan kejujuran; dan 
e. meningkatkan ketah-waan dan rasa pengabdian scrta 

mcngutamakan kepentingan pasien. 

BAB Ill 
RUAKG LlNGKUP PEMANFAATAN PENDAPATAN 

Bagian Kesa.tu 
Pendapatan BLUD Puskesmas 

Pasal 5 

(1) Pemanraatan Pendapatan BLUD diberikan kepada: 

a . pejabat pengelola BLUD; 

b. pegawai BLUD; dan 

c. dewan pengawas 

(2) Pemanfaatan Pendapatan sebagaimana d imaksud ayat 

( 1) diberikan ses1.tai dengan tingkat tanggung jawab dan 

LUntutan profesionalisme yang diperlukan . 

(3) Peman faatan Pendaparnn sebagaimana dimaksud aya t 

(1) hanya mengatur imtuk pe11ggunaan jasa pelayanan 

yaitu jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan. 
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Bagian Kedua 
Pendapatan Pejabat Pengelola 

Pasal 6 

(1) l:lesaran Penctapatan Pej abat Pengelola diberikan dengan 
mempertimbangkan faktor-laktor i,ebagai berikut: 
a . propori,ionalitas, yaitu pertimbangan atas ukurnn 

dan jumlah aset ya11g dikelola BLUD serta tingkat 
pclayanan; 

b. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan 

pendapatan BLUD; dan 
c . kinerja operasional BLUD. 

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan kepada Pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan, 
Pejabat Teknis. Bendahara BLUD, Pejabat Pembantu 
Penatausahaan Keuangan dan pegawai pelaksana teknis 
serta administrasi BLUD lainnya. 

(3) Pendapata11 kepada P~jabat Pengelola BLUD diberikan 
dalam bentuk honoraiium. 

Pasal 7 

Pendapatan bagi pejabat pengelola dai1 pegawai BLUD 

d ihitung berdai,arkan indikator penilaian: 

a . masa kerja (basic index); 
b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku 

(kompetensi irideks); 

c . resiko kerja (risk index); 
d. penilaian Jabatan (position index); dan 

e . hasil ata1.1 capaian kine1:ia (perfomiance index). 

Pasal 8 

(1) Pe.ndapatan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD 
yang berstatus Pcgawai Negeri Sipil (PNS), gaji pokok 
dan tunjangan mcngikuti peraturan perundang

undangan tentang gaj i dan tunja11gan PNS, dan dapat 
diberikan tambahan penghasilan/i11sentif sesuai 

Pe1nanfaatan Pendapatan yang ditetapkan Walikota 
berdasarkan usulan Pemimpin BLUD. 

(2) Bagi Pejabat Pengelola dai1 Pegawai BLUD Non PNS, gaji 

dapat berasal dari APBD dan pendapatan BLUD yang 

bersumber dari jasa layanan dan tambahan 
penghasilan/i11sentif berupa Pemanfaatan Pe11dapatan 
yang ditetapkan Walikor.a berdasarkan usulan Pemimpin 

BLUD. 
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Bagian Ketiga 
Pcndapatan Dewan Pengawas 

Pasal9 

(1) Pendapatan bagi Dewan Pengawas diberikan dalam 

bentuk honorari1.1m. 

(2) Pendapatan bagi Dewan Pengawas ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. Honorarium Ketua De.wan Pengawas paling banyak 

sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari 

Pemimpin BLUD; 

b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling 

banyak sebesar 36% ( tiga ptlluh enam per seratus) 

dari Pemimpin BLUD; dan 

c. Honoraiitun sekretaris dewan pengawas paling 

banyak sebesar 15 °/o (lima belas per seratus) dari 

g~ji pemimpin BLUD. 

BAB IV 
PENDAPATAN PEGAWAJ BLUD 

Bagian Kesatu 
Rentuk Pendapat.an 

Pasal 10 
(1) Pendapatan Pegawai BLUD Pus kes mas diberikan dalam 

bentuk isentif. 

(2) Gaji yang diberikan kepada Pegawai BLUD yang 

berstatus PNS mengikuti peraturan perundang

undangan tentang gaji dan tunjangan PNS. 

(3) Gaji yang diberikan kepada Pegawai BLUD Non PNS 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dalam 

Keputusan Pemimpin BLUD. 

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut 

scbagai insentif jasa pelayanan. 

(5) Jnsentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) diberikan kepada Pegawai I3LUD yang bekerja di 

Puskesmas dan jaringannya. 

(6) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaks1.1d pada 

ayat (4) terdiri dari: 
a. insentif atas jasa pclayanan langsung; dan 

b. insentif atas jasa pelayanan tidak langsung. 
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Bagian Kedua 
Insentif Atas Jasa Pelayanan Langsung 

Pasal 11 

(1) Insentif atas jasa pelayanan langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a, adalah jasa 
pelayanan yang diberikan kepada pasien di puskesmas 

dan jaringanya dimana pasien ini tidak memiliki 

jaminan kesehatan. 

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain 
pendapatan. BLUD yang sah dimanfaatkan untuk: 

a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan 1.1ntuk Tim 
BLUD 30 % (tiga puluh per seratus); dan 

b. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk 
pegawai di luar Tim BLUD dan dukungan biaya 
operasional pelayanan kesehatan sebesar 60 % 

(enam puluh per seratus). 
(3) Sistem pembagian jasa pelayanan kesehatan untuk Tim 

BLUD adalah sebagai be1ih.-ut: 

a . Pemimpin BLUD Puskesmas 
b. Pejabat keuangan 

c. Pejabat Tek.nis 
d . Bendahara penerimaan 
e. Pembantu bendahara penerimaan 
f. Bendahara pengeluaran 

g. Pembai1tu bendahara pengeluarai1 

h . Petugas akuntansi dan pelaporan 

1. Staf pejabat kcua ngan 
J. Pejabat pengadaan barang dan jasa 
k . Petugas penerima dan pemeriksa hasil 

7,0% 

2,5% 
2,5 % 
2,5 % 
2,0% 
3,5% 

2,0% 

2,0% 

2,0% 
2,0% 

Pekerjaan 1,0 % 
I. Pengelola barang 1,0 % 

(4) Bcsaran jasa pelayanan yang mcnga tur tcntang Pola 

Tari!' Pelayanan BLUD Puskesmas diatur tersencliri 
dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Ketiga 
Tnsentif Atas Jasa Pelayanan Tidak Langsung 

Pasal 12 
( 1) Insentif atas jasa pelayanan tidak langsung 

scbagaimana dimaksud dalam Pesa! 10 ayat (6) huruf b . 
adalah jasa pelayanan terdiri dad: 
a . dana kapitasi dari BRJS kesehtan; dan 
b. non kapitasi dari BPJS kesehatan. 
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(2) Dana kapilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

huruf a dimanfaatkan untuk: 

a. pembayaran jasa pclayanan keschatan sebesar 60 % 
(enam puluh per seratus ); clan 

b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 

sebesar 40 % (e1npat puluh per sertus). 

(3) lnsentif atas jasa pelayanan tidak langsung 

sebagaimana pada ayat (1) untuk dana non kapitasi 

khusus untuk petugas yang memberikan pelayanan 

rawat jalan dan poncd pembagian jasa layanannya 60% 
(enam puluh per seratus) sebagai jasa pelayanan dan 

40% (empat puluh per sertus) untuk operasional. 

Bagian Keempat 
Pembagian lnsentif Atas Jasa Pelayanan 

Pasal 13 

( 1) lnscntif atas jasa pelayanan berupa jasa atas pelayanan 

langsung dan atas jasa pe!ayanan tidak langsung diakui 

sebagai pendapatan BLUD Puskesmas. 

(2) lnsentif bagi Pega.wai BLUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan 60% (enam puluh per seratus) 

dan 40%, (empat puluh per seratus) dimanfaatkan untuk 

biaya operasional Puskesmas. 

(3) Besaran insentif atas jasa pelayanan langsung dan jasa 

pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian indeks 

Pemanfaatan Pendapatan Pegawai BLUD di Puskesmas 

dan jaringannya. 

(4) lndeks Pemanfaatan 

dimaksc1d pada ayat (3) 

sebagai berikut: 
a. lndcks masa kcrja; 

Pendapatan seba0 aimana ., 
terdiri dari beberapa indeks 

b. Indeks ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilakw 

c. lndeks resiko kerja; 

d. lndeks penilaianjabatan; dan 

e . Indeks Kehadiran. 

(5) lndeks masa ke1ja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf a , dihitung dengan menggunakan poin dan rumus 

scbagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 
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(6) Tndeks ketrampilan, ilmu pengetahttan dan perilaku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitttng 
dengan menggunakan indikator poin sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I ya11g men1pakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini . 

(7) lndeks resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf c, dihitung dengan menggunakan indikator poin 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran l yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratt1ran 
Walikota ini. 

(8) lndeks penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf d, dihitung dengan menggunakan 
inclikator poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
I yang merupakan bagian tidak terpisal1kan clari 
Peraturan Walikota i11i . 

(9) lndeks kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf c, dihitung dengan menggunakan indikator poin 
hari ke1ja dan hari kerja efektif ::.ebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian Lidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

( l 0) Poin Hari Kerj;i sebagaima11a dim a ksud pad a ayat (9) 

merupakan Poin hari kerja efektif di bulan berjalan 
dikurangi dengan Poin hari tidak masuk kerja dan 
jumlah hari kerja dalam bulan berjalan sesuai dengan 
Ka.lender Kerja yang telah ditetapkan oleh Walikota 
Palangka Raya a tau Kepala Bada11 Kepegawaian Daerah 
Kota Palangka Raya. 

( 11) Poin indeks 

berdasarkan 

setiap 

stattis 

pegawai 

pegawai 

BLUD Puskesmas 

dihitung dcngan 
mengggunakan jenis indeks sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan da1·i Peraruran Walikota ini 

(12) Pembagian jasa pelayanan yang dimaksud pacla Pasal 
12 ayat (3) berdasarkan indcks rcmunerasi ayat (6). 

BABV 
B!AYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 14 
(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan 

biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan 
untuk: 
a. biaya obat, alat. kesehatan dan bahan meclis habis 

pakai; dan 
b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. 

I 11 
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(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 
meliputi: 

a . belanja barang operasional, terdiri atas : 

I) pclayanan kesehatan dalam gedung; 
2) pelayanan kesehatan luar gedung; 

3) operasional dart pcmcliharaan kendaraan 

puskesmas keliling; 

4) bahan cetak at.au alat tulis kantor; 

5) administrasi, koordinasi program dan sistem 
infonnasi; 

6) peningkatan kapasitas sumber daya manus1a 
kesehatan; dan 

7) pemeliharaan sarana dan prasarana. 

b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang 

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Penmdang-Undangan. 

(3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis 

pakai, <lan pengadaan barang/jasa yang terkait denga11 
d ukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 

lainnya dapat dilakukan oleh Dinas Kcschatan. 
(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hams 

mempertimbangkan kctcrscdiaan yang dialokasikan 

oleh Pemerintah dan Pemerintah Dacrah. 

(5) Pengadaan scbagaimana dimaksud pada ayal (3) harus 

herpedoman pada F'ormularium Nasional. 

(6) Dalam ha! obat dan bahan medis habis pakai yang 
dibutuhkan i.idak Lercantum dalam Formulari1.1m 
Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), <lapat 
menggunakan obat lain termas1.1k obat tra<lisional, obat 

herbal terstandar, dan fitofarmaka secara terbatas 
dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan. 

(7) Ketentua11 lebih lanjut mengenai pemanfaatan dana 

kapitasi untt1k biaya obat, alat kesehatan, bahan medis 
habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan 

Jain11ya berpedoman pada ketentuan Peraturan 

Perundang-U ndangan. 

Pasal 15 

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya 
operasional pclayanan kesehatan dilaksanakan sesuai 
de11gan ketentuan Peraturan Perun<lang-Undangan. 

I II 
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BAB VI 
DlSTR!BUSI PEMANF'AATAN PENDAPATAN 

Bagian Kesatu 
DistJ'ibusi Pemanfaatan Pendapatan 

Pasal 16 

(1) Pemanfaatan Pendapatan berupa insentif sebesar 60% 

(enam puluh per seratus) dari selLtruh pendapatan 

bersumber dari jasa lay~man. 

(2) Pendapatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1), dibebankan pada biaya umum 

dan administrasi atau biaya operasional bia.ya 

pelayanan BLUD Pttskesmas. 

(3) Penda.patan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan perubahan apabila dibLttLthkan sesuai 

dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku. 

Ba.gia11 Kesatu 
Pemanfaatan Pendapatan dan RBA 

Pasal 17 

(I) Pemai1faatan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) berasaJ dari pendapata11 pelayanan clan 

dicantumkan dalam Rcncana Bisnis Anggaran (RBA) 

rahun berjalan. 

(2) Gaji pokok clan tunjangan PNS sebagaimana dimaksucl 

dalam Pasal 8 ayat (1) dicantumkan dala1n Rencana 

Kegiatan Anggaran (RKA) tahun berjalan berasal dari 

Subsic.li APBD tahun berjalan. 

(3) Gaji Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (2), dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran 

(RBA) tahun bei:ialan dapat berasal dari APBD dan 

Pendapatan BLUD. 

(4) Pemanfaatan Pcndapatan kepada Dewan Pengawas, 

Anggota Dewan Pcngawas dan Sckretaris Dewan 

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal <:I ayat 

(2), berasal dari pendapatan BLUD dan dicantumkan 

dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) lahun berjalan. 

I II 
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BAB VI 
KETENTUAN LAlN LAlN 

Pasal 18 

(1) Ja1:,a Pelayanan Kcsehatan ini diberikan kepada Pegawa i 

BLVD yang memberikan pelayanan . kecuali : 
a . Alpha; 

b. lzin; 

c . Penugasan kedinasan; 
d . Sakit; 

e. cuti (termasuk cuti t.ahunan, melahirkan dan alasan 
penting) 

f. jam ke1ja < 7 jam; 

g. tidak apel pagi; dan 

h . tidak lokmin. 

(2) akan di h itung sebagai pengurangan hari kerja. 

(3) Pcgawai Puskesmas yang menjadi Pengurus maupun 

anggota Organisasi d ikenai pengurangan poin ha ri kerja 

bilamana rnengikuti kegiatan Organisasi Lersebut 
clengan melampirkan Surat Kcputusan (SK) Pengurus 

ata1.t Anggota Organisasi, Sura t Tugas dari Organisasi 

ataupun Sura t Undangan dari Organisasi, Dan bagi 

Pegawai Puskesmas yang mengiku ti kegiatan dengan 

mengu nakan SLtrat Tugas dari Kepala Dinas tidak di 

kenai pengurangan poin . (sesuai dengan lampiran 
indeks hari kerja) . 

(4) Pegawai Puskesmas yang mengiku ti Tzin Bela.jar d ikenai 

pengurangan poin hari ke1ja bilamana melampirkan 

Surat lzin Belajar dari Sadan Kepegawaian Daerah 
(BKD) Pemerintah Kota Palangka Raya . (sesuai dengan 
larnpiran indeks hari kerja). 

(5) Jumlah hari ke1ja Dokter, Bidan, Perawat PTT, dan Non 

PNS sama dengan hari kerja Pegawai di Puskesmas. 

(6) Dalam ha! ketersediaan sumber daya man usia pada 

Pus kesmas BLUD belum dapat rnemenuhi jurnlah dan 

atau kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan olch 
Pemerintah Kota Palangka J:<aya karcna berbaga1 scbab 

antara lain : 

a. ketersediaan anggaran; dan/atau 
b. ke tersediaan Fonnasi setiap Puskesmas RLUD 

memberdayakan pegawai tidak sesuai dengan 

keterampilan, ilmu pengetah uan dan a.ta u 

pengalaman yang dimiliki. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 
Peraturan Walikoca ini mulai berlaku pada langgal 
diundangkan. 

,\gar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini de11gan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya. 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggaJ , · , _ .• , 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal .: ' ~ 

WALIKOTA PALANGKA R/\Y,\, 

F..-' 
FAIRID NAPARIN 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAY/\, 

HERA NUGRAHAYU 

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR __ 

I II 
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LAMPIRAN 1 
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR u; TAHUN 2020 
TENTANG 
PEM/\NF'/\ATAN PENDAPATAN PADA 
Bi\DAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT 
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT 
PALANGKA RAYA 

PAHANDUT KOTA 

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN BLUD PUSKESMAS 

Tndeks 
ln<1eks l<etcrampilan lndek~ Indeks Tola! 
Masa + llmu + Resiko + penilaian X lndeks X Jaspel 
Kerja Pcngctahuan, kerja Jabatan Kehadin:m yang 

dan Te lRh 
Perilfl ku ditet.apkan 

I. fNDEKS MAS/\ KERJA 

INDIKATOR l M ASA KERJA 

0- 5 Tahun ' l 

5 - 10 Tahun 5 

11 - 15 Tahun 10 

16 - 20 Tahun 15 

?.1 - 25 Tahun 20 
1--

> 25 Tahun 25 

lL INDEKS KETRAMPILAN, ILMU P.b:NGh:TAHUAN, l)AN PEJ:<ILAKU 

MASA KERJA KETERAMPTLAN TLMU PENGETAHUAN 

(I) (2) (3) 

a. Keterampilan 

1. Tanpa Ketrampilan 
25 

spcsi fik 
2 . Sertifikasi tingkat 

pertama : 1 - 3 50 
sertifikat 

~ 

3. Sertifikasi tingkat 
lanjutan : > 3 75 
sertifikat 

I II 
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I d. JLMU Pcng~tahuan 
(2) - -+----- =/:3,__) __ --l 

1 . Tenaga Non 
Kesehatan < D3 

2. Tenaga Non 
kesehatan setara D3 
atatt asisten 
kesehatan 

3. Tenaga Kesehatan D3 

4. Tenaga 
S1/D4 

kesehatan 

5. Apoteker/Ners 

6 . Tenaga Medis 

HI. INDEKS RESIKO KERJA 

INDJK.ATOR 

a . lnstalasi/Jenis Layanan 

1. Gawat Dan1rat (UGD) 

2. Rawat !nap, PONED, Persalinan 

3. Kefa11nasian 

4 , Laboratorium 

5. Rawat Jalan 

e. Pcran 

f. Pcnanggung Jawab akhir layana n 
(Pimpina n BLUD) 

g. Pelaksana Layanan (dr/drg/pj . lab/pj. 
apotik/ pj. rawat inap/ poned/ pj. pustu) 

h. Pendamping Pelaksana Pelayana:n 
(perawat/bidan / apotik / lab / loket/ gizi / 
kesling/ prom kes / ron tgen l) 

I i. Pimunjang Layanan 
-

IV. INDEKS PENILAIAN JABATAN 

,JABATAN 
(1) 

1. Pimpinan BLUD UPT Pt1skesmas 

25 

50 

60 

80 _J 
100 

150 

INSTALASI 

80 

80 

60 

60 

60 

- -

POIN 

(2) 
100 

I 11 

PERAN 

-

I 

100 

75 

50 

25 ' 
J 
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1

2 
I i (2) 

Pejabat Tekhnis 75 

I 
a) Pcjabat UKP 40 
b) Pejahat UKM I 40 

3. Pcnanggung Jawab Program dan 
Koordinator Program 
a) I s/d 2 program 10 
b) > 2 progran1 15 

4 . Pejabat Keuangan 75 
a) Pejabat pengelola keuangan 75 
b) Bendahara Penerimaan 40 
c) Bendahara Pengeluaran 40 
d) Petugas G udang / Aset 30 
e) Pet.ugas Pembukuan 5 

INDEKS KEHADTRAN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9. 

INDIKATOR PENGURANGAN HARl I KERJA 
Alpha (2 ha1i = 2 hali tidak masuk ke1ja) 2 hari 

I 
lzin ( 1 hari = 1 hari tidak masuk kerja) = 

. 
1 hari 

tertulis 
-

Penugasan Kedinasan (2 hari = 2 hari 
tidak masuk kerja) (luar kola dengan 2 hari 
SPT cla1i pejabat berwenang) 
Sakit Sesuai ketidak hadira n 
Cuti (Talnman, Melahirkan, alasan 

Selama cuti 
pen ting) 
Tidak Apel Pagi dan S iang 1 ha ri 

I ½ bagian potongan 
Tidak Apel Pagi 

harian 

Tidak Apel Siang 
½ bagian potongan 

ha rian 

Tidak ikut Lokmin (set iap kali = 1 hari 
1 hari 

tidak masu k kerja) 

WALIK07'!!::!:{' RAYA, 

FAIRID NAPARIN 

I II 
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LAMPIRAN IT 
PER/\TURAN WALIKOTA PALANGKA ~AYA 
NOMOR 3 TAHUN 2020 
TENTANG 
PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA 
RADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT 

P~LAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT 
PALANGKA RAYA 

PAHANDUT KOTA 

PERHITUNGAN POIN I NDEKS BERDASARKAN STATUS PEGAWAI BLUD 

STATUS PEGAWA! 
NO TNDEKS . 

PNS PTI THL KONTRAK 

1. lndeks Masa Kerja ✓ ✓ ✓ ✓ 

• 
2. lndeks Ketrampilan, llmu ✓ ✓ ✓ ✓ 

Pengerahuan, Perilaku 

3. Indeks Resiko Kerja ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. l ndeks Penilaian Jabatan ✓ - - -
5 . lndeks Kehadiran ✓- ✓ ✓ I ✓ 

WALIKOTA PALANGKA RAYA. 

r=~ 
FAIRID NAPARIN 
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